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PUTUSAN

Nomor 585/Pdt.G/2025/PA.Wnho
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOSARI
Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam
sidang Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam
perkara Cerai Talak antara:
PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXXxxxXxx
XXxXxxx, tempat kediaman di KOTA SEMARANG, PROVINSI
JAWA TENGAH., dengan alamat elektronik
fendy.setiyawan@gmail.com, sebagai Pemohon;
Lawan
TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx
XXXXX  XXXXXX, bertempat kediaman di KABUPATEN
GUNUNGKIDUL, D.I.YOGYAKARTA. (RUMAH KOST PETAK),
sebagai Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Mei 2025 telah
mengajukan permohonan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Wonosari, dengan Nomor 585/Pdt.G/2025/PA.Wno, pada hari itu juga,
dengan dalil-dalil sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2012 Pemohon dan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsari, XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX,
D.l.Yogyakarta sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx tanggal 08
Januari 2012, pada saat pernikahan Pemohon berstatus jejaka dan
Termohon berstatus perawan.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon
membina rumah tangga dan bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan
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di Tabanan, Provinsi Bali, selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, kemudian
Penggugat pulang dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di
Padukuhan Jambu, Kalurahan Hargosari, Kapanewon Tanjungsari,
XXXXXXXXX  XXXXXXXXXXX, D.l.Yogyakarta, dan Tergugat masih bertempat
tinggal di Bali, lalu pada bulan Oktober tahun 2019 Tergugat pulang dan ikut
bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, selama kurang lebih 1
(satu) bulan, dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di
XXRXXXXXXXX XHXXXXXXXXXK,  XXXXXXXXX XXXXXXXX,  XXXXXXXXX  XXXXXXXXXXX,
D.l.Yogyakarta, selama kurang lebih 2 (dua) tahun.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah
melakukan hubungan badan (ba'da dukhul), dan dikaruniai 1 (satu) orang
anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, lahir di Blora, tanggal 03 Oktober 2012,
usia 12 (dua belas) tahun 7 (tujuh) bulan, dalam asuhan Termohon.

4. Bahwa ketenteraman rumah tangga Pemohon dan Termohon
mulai goyah kurang lebih sejak tahun 2018 disebabkan antara Pemohon
dan Termohon sering terjadi perbedaan pendapat/prinsip dalam menjalani
rumah tangga, bahkan ketika sedang berselisih dengan Pemohon,
Termohon selalu pergi dari rumah lalu pulang ke rumah orang tua
Termohon hingga berhari-hari, dan saat pulang harus dijemput terlebih
dahulu oleh Pemohon.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon
dan Termohon tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2021, yang
akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, karena Termohon
pergi meninggalkan Pemohon kemudian bertempat tinggal di xxx Xxxx
XXXXX, XXXXXXXXX XXXXXKKK, XXXXKKKXX XHXXXXXXXKK, XXXXXKKKK XXXXXXXX,
XXXXXXXXX  XXXXXXXXXXX, D.l.Yogyakarta. Hingga sekarang Pemohon dan
Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 9
(sembilan) bulan. Dan saat ini Pemohon bertempat tinggal di KOTA
SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH.

6. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dan
Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban selayaknya suami isteri.
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini.
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Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan

Agama Wonosari.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.
Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono).

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili
elektronik fendy.setiyawan@gmail.com, Majelis Hakim telah mencocokkan
dokumen asli dengan dokumen yang diunggah di Sistem Informsi Peradilan
(SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap
sendiri ke persidangan telah datang menghadap di persidangan, sedangkan
Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang
lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun
berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 585/Pdt.G/2025/PA.Wno
tertanggal 21 Mei 2025 dan tanggal 29 Mei 2025 yang dibacakan di
persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk
tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil
permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan
Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon
tidak dapat didengarkan;
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Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dalam
persidangan mengajukan alat bukti berupa:
A. Surat:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxx atas nama
XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX tanggal 5 Oktober 2016. Bukti
surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua
Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon
Nomor xxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Tanjungsari
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX Provinsi D.l. Yogyakarta, tanggal 08 Januari 2012.
Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian
oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);
B. Saksi
1. SAKSI 1, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di XXXX XXXX XXXXXXXX XXXX XXXX
XXXXXXXXX Kabupaten Blora, setelah mengangkat sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi
sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami
isteri ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir keduanya tinggal di
rumah kontrakan di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX,
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, D.l.Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah punya anak 1 orang;
- Bahwa sejak tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon
sering bertengkar yang disebabkan karena ketika sedang berselisih
dengan Pemohon, Termohon selalu pergi dari rumah dan pulang ke
rumah orang tua Termohon hingga berhari-hari, dan saat pulang
harus dijemput terlebih dahulu oleh Pemohon;
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- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2021 antara Pemohon dengan
Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan
kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal
tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan
tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon
lagi;
2. SAKSI 2, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXX XXXX XXXXXXX XXXX
XXXX  XXXXXXXX Kabupaten Blora, setelah mengangkat sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi
sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami
isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah
kontrakan di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX, D.l.Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon dan Pemohon sudah punya anak 1 orang ;
- Bahwa sejak tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon
sering bertengkar yang disebabkan karena ketika sedang berselisih
dengan Pemohon, Termohon selalu pergi dari rumah dan pulang ke
rumah orang tua Termohon hingga berhari-hari, dan saat pulang harus
dijemput terlebih dahulu oleh Pemohon ;
- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2021 antara Pemohon dengan
Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan
kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal
tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan

tetapi tidak berhasil;
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- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon
lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai, dimana
perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal
49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan
perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka
persidangan dilaksanakan secara elektronik. Hal ini sesuai dengan pasal 20
ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019
tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Talak dengan
alasan sejak tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Kketika sedang
berselisih dengan Pemohon, Termohon selalu pergi dari rumah dan pulang ke
rumah orang tua Termohon hingga berhari-hari, dan saat pulang harus dijemput
terlebih dahulu oleh Pemohon dan sejak bulan Agustus tahun 2021 antara
Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai perkara ini
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari telah berjalan selama
3 tahun 9 bulan, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu
keduanya tidak pernah kumpul rukun kembali;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,
Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak
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hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai sebagai kuasanya

meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Surat Panggilan

(relaas) Nomor 585/Pdt.G/2025/PA.Wno tertanggal 21 Mei 2025 dan tanggal 29

Mei 2025, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan

permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek)

sebagaimana ketentuan pasal 125 HIR dan sesuai pula dengan dalil syar'i:

al L Y I.ll.b _ﬁ.g;'! e ,I.dl._g ,;_',t.a..l_.m.r'a'- ﬁ.,l-<} o ?.‘:‘.Lv— Jl Pl

Artinya: “Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia
dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.” (Ahkamul Qur-
an Il : 405);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam
persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud
Pasal 130 HIR Jo. Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor
1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, meskipun tidak ada bantahan dari Termohon, namun untuk
memastikan perkara a quo beralasan dan tidak melawan hukum serta untuk
mencegah terjadinya kesepakatan dalam perceraian, Majelis Hakim menilai
Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan Permohonannya, Pemohon
telah mengajukan surat bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat
dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi karena telah
dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya,
ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya maka bukti P.1 dan P.2 secara formal
telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon di bawah sumpahnya telah
memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang
rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu sejak tahun 2018 antara Pemohon
dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
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disebabkan karena ketika sedang berselisih dengan Pemohon, Termohon
selalu pergi dari rumah dan pulang ke rumah orang tua Termohon hingga
berhari-hari, dan saat pulang harus dijemput terlebih dahulu oleh Pemohon dan
sejak bulan Agustus tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon terjadi
pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan
sejak pisah tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali, oleh karena
keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan
lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah
memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal
170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil Permohonan Pemohon harus dinyatakan
telah terbukti;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut, maka
ditemukan fakta-fakta di persidangan tentang rumah tangga Pemohon dan
Termohon sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada
tanggal 08 Januari 2012 yang dicatatkan di KUA Tanjungsari XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXxX Provinsi D.l. Yogyakarta;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah
hidup rukun dan sudah punya anak 1 orang;
- Bahwa sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering
bertengkar yang disebabkan karena ketika sedang berselisih dengan
Pemohon, Termohon selalu pergi dari rumah dan pulang ke rumah orang
tua Termohon hingga berhari-hari, dan saat pulang harus dijemput terlebih
dahulu oleh Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2021, antara Pemohon dengan
Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan
kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Wonosari dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun
kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak
berhasil;

Fakta Hukum
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka ditemukan
fakta-fakta hukum di persidangan tentang rumah tangga Pemohon dan
Termohon sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan sudah punya
anak 1 orang;
- Bahwa telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak
tahun 2018 yang berakibat antara Pemohon dengan Termohon telah pisah
tempat tinggal selama 3 tahun 9 bulan dan keduanya sudah pernah
dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara
Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 3 tahun 9 bulan, Pemohon
pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah
kumpul dan hidup rukun kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa
antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran,
yang bersifat terus menerus tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun
dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon
betul-betul telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah
pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah
wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman
Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-unudang Nomor
1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak
bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan
lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu sudah saatnya

perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah
Fighiyah:

i ? ) icg_ i’c oz
et s G S5 oladd £33

Artinya: “Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap
kebaikan”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116
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huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami isteri terus menerus
terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi
dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak
ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga antara Pemohon
dan Termohon terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka Permohonan Pemohon terbukti cukup beralasan dan telah
memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat
dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon Ba'da dukhul dan
selama perkawinan belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud
Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar talak yang
diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah talak
satu raj'i;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang
Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun
2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka
semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak
satu raj’i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan
Agama Wonosari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
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Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari
Rabu, tanggal 11 Juni 2025 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah
1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Barwanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis,
Drs. Sapari, M.S.I dan Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.,, M.H. masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga
dalam sidang secara elektronik, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh
Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan diunggah di Sistem Informasi Peradilan
(SIP), dibantu Harmanta, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri

Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd
Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota
ttd ttd
Drs. Sapari, M.S.I. Asep Ginanjar Maulana Fadilah,
S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti
ttd

Harmanta, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP Rp60.000,00
2. Proses Rp100.000,00
3. Panggilan Rp40.000,00
4. Meterai Rp10.000,00
Jumlah Rp210.000,00

(dua ratus ribu rupiah).
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